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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI 

------ 

 

PUTUSAN NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023 

 

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU 

HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA 

 

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, 

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Oktober 2023, telah memeriksa, mengadili, dan 

memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi 

yang dilaporkan 

 

 

 

. 
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8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan 

[8.1] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang 

Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan yang berisikan Pembelaan Hakim Terlapor, Keterangan Ahli 

dan Saksi, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah 

Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023. 

2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam 

putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

3. Dalil yang memadankan Putusan DKPP terkait dengan Keputusan KPU 

dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan 

perkara pengujian undang-undang, tidak tepat. 

4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat 

menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur 

dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-

XXI/2023. 

5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah 

berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan 

perkara Nomor  29/PUU-XXI/2023,  51/PUU-XXI/2023,  dan  55/PUU-

XXI/2023, melainkan Hakim Terlapor justru tidak merasa adanya benturan 

kepentingan yang nyata. 

6. Hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan 

pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta 

Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan 

Prinsip Integritas, Penerapan angka 2. 
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7. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif 

penundaan pembentukan MKMK permanen, sehingga patut 

dikesampingkan. 

8. Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak 

menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, 

sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan 

Kesetaraan, Penerapan angka 5. 

9. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak 

luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, 

sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan 

angka 1, 2, dan 3. 

10. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi 

perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti 

melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 

4. 

11. Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga 

keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan 

Kesopanan, Penerapan angka 9. 

12. Permintaan Pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim 

Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat 

dibenarkan; 

13. Hakim Terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri 

dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan 

hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. 
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Rekomendasi 

[8.2] Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang 

ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting 

merekomendasikan hal-hal berikut : 

1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling 

pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan 

independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya 

konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang 

untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan 

kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan; 

2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran 

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan 

untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, 

karena budaya kerja yang “ewuh pekewuh”, sehingga prinsip kesetaraan 

antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi; 

3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide 

dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang 

hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk 

kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat- 

pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di 

antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional 

yang hidup itu sebagaimana mestinya; 

4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki 

tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia 

yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar; 

5. Majelis Kehomatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis 
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Kehormatan Banding, atau bilamana dinilai sangat diperlukan sebaiknya 

diatur dalam undang-undang,bukan diatur sendiri oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

 

9. AMAR PUTUSAN 

 Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 

 

Memutuskan, 

 

Menyatakan: 

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik 

dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa 

Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan 

dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan 

Kesopanan; 

2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah 

Konstitusi kepada Hakim Terlapor; 

3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 

2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan 

pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan 

sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim 

Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir; 
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5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam 

pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki 

potensi timbulnya benturan kepentingan. 

 

 

10. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 

 

Terhadap putusan Majelis Kehormatan tersebut, terdapat pendapat berbeda 

(dissenting opinion) dari 1 (satu) orang Anggota Majelis Kehormatan, yaitu Bintan 

R. Saragih yang menyatakan sebagai berikut : 

 Terhadap Putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap Hakim 

Terlapor, saya mengajukan dissenting opinion sebagaimana disebutkan di atas 

(maksudnya dalam Putusan). 

 Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu “pemberhentian tidak 

dengan hormat” kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, in casu Anwar 

Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi 

terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan 

tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi. 

 Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis 

Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim 

Terlapor, dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat, pembelaan 

Hakim Terlapor, keterangan saksi (termasuk Hakim-Hakim Konstitusi lainnya 

yang didengar keterangannya). Pendapat kami atas semua itu hampir sama, dan 

terjadi diskusi yang sangat substantif, namun saling menghormati dibarengi saling 

senyum. 
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 Namun, dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap Hakim 

Terlapor Anwar Usman kami berbeda sehingga saya harus memberikan dissenting 

opinion. 

 Menurut saya, mungkin karena latar belakang saya sebagai akademisi 

hukum memang sepanjang karir saya yang terus berprofesi sebagai akademisi yaitu 

dosen. Saya dosen di Universitas Indonesia (UI) selama 35 Tahun (1971 - 2006), 

dan dosen di Universitas Pelita Harapan dari tahun 2003 hingga sekarang (sudah 20 

tahun). Sebagai dosen saya juga mengamalkan ilmu saya sebagai anggota Dewan 

Etik Hakim Konstitusi dari tahun 2018 sampai dengan 2020, tetap diangkat 

berdasarkan kriteria akademik saya, sehingga di jiwa dan pikiran saya utuh sifat 

keilmuan. Cara saya berfikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang 

ilmuan atau akademisi. Karena itu, dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, 

peristiwa, keadaan, gejala yang ada, selalu berdasarkan apa adanya (just the way it 

is). 

 Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran Kode Etik dan 

Perilaku Hakim Konstitusi a quo, saya memberi putusan sesuai aturan yang berlaku, 

dan tingkat pelanggaran Kode Etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi 

Hakim Terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim 

Konstitusi. 

 Saya gembira, bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap 

saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan 

salaman bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. 

 

*** 

 

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis 

Kehormatan yaitu Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, 

Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintan R. 

Saragih, sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Tiga bulan November Tahun 
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Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan pada hari Senin tanggal Enam bulan November 

tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 

Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga selesai diucapkan Pukul 

18.21 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu 

Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai 

Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih, sebagai Anggota. 

KETUA, 

Jimly Asshiddiqie 

SEKRETARIS, 

Wahiduddin Adams 

ANGGOTA, 

Bintan R. Saragih 
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Letter of Acceptance (LoA) Terbit Jurnal 
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Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi 
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Surat Keterangan Penetapan Ujian Proposal 
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Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal 
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Surat Izin Penelitian/Riset 

 

 

Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin 
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan 
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Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset 

 

 

Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin 
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan 
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Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 
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Sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an 
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Sertifikat Keterampilan Komputer 

 



186 
 

 
 

Sertifikat TOEFL 
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Surat Keterangan Perolehan SKK 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap : Mahdaniah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Alat, 2 Juni 2000 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat Rumah : Jl. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari RT 2 

Desa Sungai Alat Kec. Astambul Kab. Banjar 

Prov. Kalimantan Selatan 

7. HP/E-mail : 082221169125 / mahdaniah1104@gmail.com 

8. Pendidikan : a. TK Raudhatul Athfal Sungai Alat 

b. SDN Sungai Alat 1 

c. MtsN 8 Banjar 

d. SMA Annajah Cindai Alus Puteri 

e. UIN Antasari Banjarmasin 

9. Orang Tua   

a. Ayah   

 Nama : H. Darmansyah 

 Pekerjaan : Wiraswasta 

 Alamat : Jl. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari RT 2 

Desa Sungai Alat Kec. Astambul Kab. Banjar 

Prov. Kalimantan Selatan 

    

b. Ibu   

 Nama : Hj. Usnah 

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 Alamat : Jl. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari RT 2 

Desa Sungai Alat Kec. Astambul Kab. Banjar 

Prov. Kalimantan Selatan 
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9. Saudara (Jumlah Saudara) : Nur Hidayah Wati 

   Abdul Gafur 

   Miftahul Khairi 

   Saihani 

   Wahyudin 

10. Pengalaman 

Organisasi/Kerja 

: a. Teater Awan UIN Antasari Banjarmasin 

b. Anggota Bidang Isu dan Aksi UKM ASRI 

Fakultas Syariah 

c. Anggota Bidang Keagamaan Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara 

Periode 2022-2023 

d. Anggota Departement Humas IT UKM 

Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Periode 

2022-2023 

e. Sekretaris Bidang Pergerakan Mahasiswa 

Islam Indonesia (PMII) Fakultas Syariah 

f. Sekretaris Umum UKM Forum Kajian 

Hukum dan Ilmiah Fakultas Syariah 

Periode 2023-2024 

g. Sekretaris Kementerian Kajian Isu 

Strategis DEMA UIN Antasari 

Banjarmasin Periode 2023-2024 

h. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa UIN 

Antasari Banjarmasin Periode 2024-2025 

i. Magang di Kejaksaan Negeri Banjarbaru 

j. Magang di Pengadilan Negeri Martapura 

k. Pelatih Pramuka MIN Astambul 

l. Guru Pendamping di Thamavitya Mulniti 

School 
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m. Guru Les Privat Calistung 2024 

 

11. Daftar Karya Ilmiah : a. Jurnal dengan judul Seni Berperang dalam 

Strategi Sun Tzu 

b. Jurnal dengan judul Tantangan dan 

Peluang Penerapan Hukum Islam dalam 

Kehidupan Berpolitik 

c. Jurnal dengan judul Pembentukan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam 

Sistem Pengawasan pada Lembaga 

Mahkamah Konstitusi 

    

                                                       

 

 

 

 

Banjarmasin, 7 Maret 2024 

 

              Penulis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 
 

 

 

 

 

 

31 Desember 2024 

“Every stage in the process is a very valuable moment” 

 


